BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Suatu perkawinan itu dianggap sah secara hukum Islam apabila rukun
dan syarat perkawinan telah terpenuhi. Sedangkan dalam Undang-Undang
Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 keabsahan suatu perkawinan itu terjadi apabila
dilakukan menurut hukum masing-masing agaman dan kepercayaan, harus
dicatatkan, atas persetujuan kedua mempelai, tidak memiliki hubungan darah,
tidak dalam ikatan perkawinan, serta bukan pasangan suami istri yang telah
bercerai dua kali.'

Putusnya perkawinan antara suami istri itu terdapat dalam beberapa
bentuk, tergantung terhadap siapa yang berkehendak untuk putusnya perkawinan
tersebut. Dalam hal ini terdapat empat kemungkinan, yaitu: 2
1. Putusnya perkawinan atas kehendak Allah sendiri, yaitu melalui matinya

salah seorang suami istri tersebut. Maka dengan adanya kematian itu dengan

sendirinya berakhir pula hubungan perkawinan.

! Wasman dan Wardah Nuroniyah, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, (Yogyakarta:
Teras, 2011), 52
2 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2009), 197
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2. Putusnya perkawinan atas kehendak suami dengan alasan terntentu dan
dinyatakan kehendaknya dengan ucapan tertentu. Perceraian dalam bentuk
ini disebut ralaq.

3. Putusnya perkawinan atas kehendak istri karena alasan yang menghendaki
putusnya perkawinan, sedangkan suaminya tidak berkehendak untuk hal
tersebut. Maka kehendak putusnya perkawinan ini diterima oleh suaminya
dan dilanjutkan dengan ucapan untuk memutus perkawinan itu. Putusnya
perkawinan dengan cara ini disebut khulu’.

4. Putusnya perkawinan atas kehendak hakim sebagai pihak ketiga setelah
melihat adanya sesuatu pada suami atau istri yang menandakan tidak
dapatnya hubungan perkawinan tersebut dilanjutkan. Putusnya perkawinan
ini disebut fasakh.

Fasakh bisa terjadi karena tidak terpenuhinya syarat-syarat ketika
berlangsungnya akad, seperti diketahuinya bahwa suami istri tersebut adalah
saudara kandung atau saudara sesusua dan bisa juga suami istri masih kecil dan
dilakukannya akad oleh selain ayah atau walinya, maka setelah dewasa ig berhak
meneruskan ikatan perkawinannya ataupun mengakhirinya. Fasakh juga bisa
terjadi karena hal-hal yang terjadi setelah akad nikah, seperti murtadnya salah

seorang dari suami istri tersebut.’

* Timahi dan Sohari Sahrani, Figh Munakahat “Ksjian Figh Lengkap”, (Jakarta: PT Raja
Grafindo Persada,2009), 196-197



Menurut hukum positif yang berlaku di Indonesia yang terwujud dalam
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, pada dasamnya perkawinan dapat
dibatalkan, yakni apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk
melangsungkan perkawinan. Hal ini sebagaimana diatur dalam pasal 22, yang
berbunyi: “Perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi
syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. ”

Kemudian dalam Pasal 24 disebutkan: “Barang siapa karena perkawinan
masih terikat dirinya dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar
masih adanya perkawinan dapat mengajukan pembatalan Yyang baru, dengan
tidak mengurangi ketentuan Pasal 3 ayat(2) dan Pasal 4 Undang-undang ini”™*

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), hal pembatalan perkawinan
dibagi menjadi dua istilah, yakni ada yang batal dan ada yang dapat dibatalkan
melalui pengajuan suami atau istri atau pihak lain yang berwenang untuk itu.

Perkawinan yang batal, sesuai dengan KHI Pasal 70, adalah sebagai
berikut:’

(1) Perkawinan yang dilakukan oleh suami yang tidak berhak melakukan akad
nikah karena sudah mempunyai empat orang istri, sekalipun salah satu dari
keempat istrinya itu sedang dalam ‘iddah talak 13l

2) gfgf:;':an yang dilakukan oleh seorang suami terhadap istri Yyang sudah dj-

(3) Perkawinan yang dilakukan secorang suani terhadap istri yang sudah
ditalaknya sebanyak tiga kali,

4 5.
Ibid
* Tim Redaksi Nuansa Aulia, Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: CV Nuansa Aulia, 2008),
21-22



(4) Perkawinan yang dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan
darah semenda dan sesusuan sampai derajat tertentu yang menghalangi
perkawinan menurut pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974,

Kemudian perkawinan yang dapat dibatalkan, sesuai dengan pasal 71
KHI, adalah sebagai berikut:$

(1) Seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama.

(2) Perempuan yang dikawini ternyata kemudian masih menjadi istri pria lain
Yyang mafgud.

(3) Perempuan yang dikawini ternyata masih dalam masa ‘iddah dari suami
sebelumnya.

(4) Perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan, sebagaimana
ditetapkan dalam pasal 7 Undang-Undang No. 1 tahun 1974,

(3) Perkawinan yang dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali
yang tidak berhak.

(6) Perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan.

(7) Perkawinan yang dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum.

Terdapat sebuah kasus putusan pembatalan perkawinan di Pengadilan
Agama Gresik dengan nomor 0413/Pdt.G/2011/PA.Gs. Dalam kasus tersebut,
pembatalan perkawinan diajukan karena dalam perkawinan yang dilangsungkan
tersebut terdapat cacat hukum. Hal ini disebabkan karena perkawinan tersebut
dilangsungkan dengan menggunakan identitas yang salah dari tergugat dan
dilaksanakannya tanpa adanya ijin poligami dari Pengadilan Agama. Maka dalam

hal ini perkawinan yang dilakukan oleh penggugat telah melanggar Undang-

¢ Ibid, 23



Undang, dan dapat diajukan pembatalan perkawinan.” Hal ini sesuai dengan

pasal 72 KHI yang berbunyi: £

(1) Seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan
perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan dibawah acaman yang
melanggar hukum.

(2) Seorang suami atau Istri dapat mengajukan permohonan pembatalan
perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan
atau salah sangka mengenai diri suami atau istri

(3) Apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu menyadari
keadaannya dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih tetap
hidup sebagai suami istri dan tidak dapat menggunakan haknya untuk
mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur.

Selanjutya dalam hal perkawinan penggugat dan tergugat yang
dilaksanakan tanpa adanya izin poligami dari Pengadilan Agama telah
bertentangan dan melanggar ketentuan pasal 4 ayat (1) dan pasal 9 Undang-
Undang nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 56 ayat (1) dan pasal 71 huruf (a) KHI.
Maka dari itu perkawinan tersebut dapat dibatalkan.

Dalam sctiap perkara perdata yang masuk ke pengadilan harus melalui
tahapan mediasi atau perdamaian terlebih dahulu. Menurut Herziene Inlandsch
Reglement (HIR) dan Recht Reglement voor de Buitengewesten (RBG)
peraturan hukum acara yang menjadi dasar di Indonesia, anjuran damai dari

hakim sudah dilakukan dalam sidang pertama sebelum pembacaan surat gugatan.

Anjuran damai sebanarnya dapat dilakukan kapan saja sepanjang perkara belum

7 Salinan Putusan Pengadilan Agama Gresik Nomor 0413/Pdt.G/2011/PA.Gs
8 Tim Redaksi Nuansa Aulia, Kompilasi Hukum Islam, 23



diputus, tetapi anjuran damai pada permulaan sidang bersifat mutlak/wajib
dilakukan dan dicantumkan dalam Berita Acara Sidang.’

Dalam Islam istilah mediasi atau perdamaian lebih dikenal dengan
konsep rahkim. Tahkim sendiri secara etimologi ialah menjadikan seseorang atau
pihak ketiga yang biasa disebut hakam sebagai penengah suatu sengketa. Konsep
tahkim ini sudah ada sejak zaman Jahiliyah. Hakam lah yang harus didengar
pendapatnya. Dan telah banyak di praktikkan oleh Rasulullah saw. Diantaranya
dalam penyelesaian konflik tentang peletakan kembali Hajar Aswad dan dalam
perjanjian Hudaibiyah. Kedua peristiwa ini dikenal baik oleh seluruh kaum
muslimin di seluruh dunia. Peristiwa tersebut memiliki nilai dan strategi resolusi
konflik (sengketa) terutama mediasi dan negosiasi, sehingga kedua peristiwa ini
memiliki perspektif yang sama yaitu mewujudkan perdamaian.'®

Sedangkan dalam masalah perkawinan atau hukum keluarga mediasi itu
telah dicontohkan dalam Al-Qur’an mengenai penyelesaian syiqaq atau
perselisihan yang terjadi antara suami dan istri, yang mana perselisihan ini
diselesaikan oleh dua orang hakam.'' Sebagaimana disebutkan dalam firman-Nya

surat an-Nisa ayat 35:

% Roihan A. Rasyid, Hukum Acara Peradilan Agama, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
Cet. X1V, 2010), 100

10 Syahrizal Abbas, Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional,
(Jakarta: Kencana Perdana Media Grup, 2009), 166

 Timahi dan Sohari Sahrani, Figh Munakahat “Kajian Figh Lengkap”, 188
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Artinya: “Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara
keduanya, maka kirimlah scorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang
hakam dari kelvarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud

mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik I(epada suami-istri itu.
Sesungguhnya Allah Maha Mengetahu juga Maha Mengenal,”?

Dalam sebuah hadis Rsulullah juga disebutkan mengenai lahkinr.
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Artinya: “Sulh (perdamaian) itu harus ada sesama muslim, kecuali
perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram, dan
kaum muslimin terikat dengan janji mereka, kecuvali janji yang mengharamkan
yang halal dan menghalalkan yang haram.”

Terkait dengan perdamaian, maka upaya perdamaian di dalam ruang
lingkup peradilan dikenal dengan istilah mediasi. Yang mana mediasi merupakan
salah satu bentuk penyelesaian persengketaan yang diselenggarakan di Iuar

pengadilan, dimana pihak yang bersengketa meminta atau menggunakan bantuan

dari pihak ketiga yang netral untuk membantu menyelesaikan pertikaian diantara

u Departemen Agama Rl, A/-Quran dan Terjemahnya, (Bandung: PT Sygma Examadia
Arkanleema, 2004), 84

* Syekh al-Imam Muhammad bin Ismail al-Kahlani, Subul Al-Salam, jus 2, (Bandung: Dahlan,
tt), 59.



mereka.'* Dalam mediasi, yang memainkan peran utama adalah pihak-pihak yang
bertikai. Pihak ketiga (mediator) berperan sebagai pendamping dan penasihat.
Sebagai salah satu mekanisme menyelesaikan sengketa, mediasi digunakan di
banyak masyarakat dan diterapkan kepada berbagai kasus konflik."®

Mediasi dilakukan sebagai tahap awal proses persidangan (setelah
sidang pertama), dimana Hakim mediator/mediator akan memproses sebuah
perkara setelah sebelumnya telah diberitahu oleh Ketua Majelis. Pemeriksaan
perkara sclanjutnya berada pada tangan mediator, baik proses pemanggilan
maupun persidangannya. Hasil dari proses mediasi hanya ada dua kemungkinan
yaitu berhasil (kemudian dibuatkan akta perdamaian) dan tidak berhasil. Dalam
keadaan terakhir, seluruh proses mediasi maupun materinya tidak dapat
dipertimbangkan dalam persidangan perkara berikutnya. '°

Landasan formil mengenai integritas mediasi dalam sistem peradilan di
Indonesia pada dasarnya tetap bertitik tolak pada ketentuan Pasal 130 HIR, pasal
145 RBG. Namun untuk lebih memberdayakan dan mengefektifkannya, MA
memodifikasinya ke arah yang lebih bersifat memaksa (compulsory).!” Semula

diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 tahun 2002

'4 M. Mukhlis Jamil Dkk, Mengelola Konflik Membangun Damai, (Semarang: Wmc IAIN

Walisoggo Semarang, 2007), 105

Rizal Panggabean, Riza N. Arfani, Poppy S. Winanti, Mediasi dalam

www.Diahkei.staff.ugm.ac.id/file/Mediasi.rtf, (5 April 2012)

16 Sugiri Permana, Mediasi dan Hakam dalam Tinjauan Hukum Acara Peradilan Agama,

dalam http://www.scribd.com/doc/51114485/MEDIASI-sesuai-Perma-no-1-tahun-2008, diakses pada
25 Desember 2011

'"M Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, (Jakarta: Sinar Grafika. Cet. IX, 2009), 242



tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga
Damai, yang disempurnakan dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA)
nomor 1 tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Selanjutnya
disempurnakan kembali dalam PERMA nomor 1 tahun 2008 tentang Prosedur
Medissi di Pengadilan.

Bertitik tolak dari pasal 130 HIR ayat (1) jo. Pasal 131 ayat (1) HIR,
hakim yang mengabaikan pemeriksaan tahap mendamaikan dan langsung
memasuki tahap pemeriksaan jawab-menjawab, dianggap melanggar tata tertib
beracara. Akibatnya pemeriksaan dianggap tidak sah dan harus dinyatakan batal
demi hukum.'® Hal ini pula yang disebutkan dalam pasal 2 ayat (3) PERMA
nomor 1 tahun 2008, yang berbunyi: “7idak menempuh prosedur mediasi
berdasarkan peraturan ini merupakan pelanggaran terhadap ketentuan pasal 130
HIR dan atau pasal 154 RBG yang mengakibatkan putusan batal demi hukum.*’

Selanjutnya lahimya PERMA nomor 1 tahun 2008 tentang Prosedur
Mediasi di Pengadilan yang menyempurnakan ketentuan-ketentuan yang diatur
dalam PERMA nomor 2 tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
Beberapa perubahan dilakukan sebagai bentuk penyempurnaan dari aturan-aturan
sebelumnya, diantaranya:*°

1. Tentang batas waktu pelaksanaan mediasi;

18 .
Ibid,, 240
1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan,
Pasal 2 ayat (3)
2 Witanto, Hukum Acara Mediasi, (Bandung: Alfabeta, 2011), 55
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2. Tentang ancaman “batal demi hukum” terhadap persidangan tanpa
menempuh mediasi terlebih dahulu;

3. Tentang pengecualian perkara yang dapat dimediasi;
4. Tentang kemungkinan hakim yang memeriksa perkara menjadi mediator;
5. Tentang perdamaian pada tingkat upaya hukum;
6. Tentang kesepakatan di luar pengadilan;
7. Tentang pedoman perilaku mediator, honorarium, dan insentif.

Bertitik tolak pada ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam PERMA
nomor 1 tahun 2008 tersebut, terdapat suatu putusan pembatalan perkawinan di
PA Gresik yang cukup menarik untuk diteliti. Dalam putusan yang bernomor
registrasi 0413/Pdt.G/2011/PA.Gs ini, dalam pelaksanaan persidangannya tidak
melalui prosedur mediasi. Hal ini dikarenakan dalam kasus tersebut mengandung
unsur yang berkenaan dengan perbuatan melawan hukum dan tidak dapat
diselesaikan melalui proses perdamaian. Oleh karena hal tersebut majelis hakim
yang memutuskan perkara sepakat kasus tersebut tidak perlu menempuh jalur
mediasi.?!

Yang menjadi titik permasalahan dalam kasus ini, adalah bahwa
ternyata Penggugat telah mempunyai istri yang sah sedangkan dalam surat nikah
Penggugat berstatus jejaka. Hal ini disebabkan karena Penggugat memberikan

identitas yang salah kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Ujung

# Salinan Putusan Pengadilan Agama Gresik Nomor 0413/Pdt.G/2011/PA.Gs
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Pangkah, yaitu menggunakan KTP-nya yang masih mencantumkan status belum
menikah. Selanjutnya perkawinan tersebut juga merupakan perkawinan poligami
ilegal, karena tidak mendapatkan ijin poligami dari Pengadilan Agama. Oleh
karena hal tersebut perkawinan antara Penggugat dan Tergugat I tersebut cacat
hukum dan tidak sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku dan dapat
dibatalkan.?2

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka Majelis Hakim yang
memeriksa dan mengadili perkara tersebut berpendapat bahwa para pihak tidak
perlu menempuh jalur mediasi. Hal ini disebabkan karena dalam perkara
pembatalan perkawinan tersebut mengandung unsur melawan hukum, jadi tidak
dapat diselesaikan melalui perdamaian.?

Jika hal ini dikaitkan dengan ketentuan yang disebutkan dalam
PERMA Mediasi, menurut hemat penulis perkara tersebut bisa dianggap batal
demi hukum, karena dalam persidangannya tidak menyertakan prosedur mediasi.

Dari pemaparan diatas, penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti
lebih dalam lagi mengenai kedudukan PERMA nomor 1 tahun 2008 tentang
prosedur mediasi dalam praktiknya diperadilan agama, terutama dalam perkara
pembatalan perkawinan. Oleh sebab itu, dalam skripsi ini penulis mengangkat
judul “Penolakan Penggunaan Prosedur Mediasi dalam Perkara Pembatalan

Perkawinan (Studi Kasus Putusan PA Gresik Nomor 0413/Pdt.G/2011/PA.Gs).”

2 Ibid,
B Ibid,
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B. Identifikasi dan Pembatasan Masalah

Masalah-masalah yang dapat diidentifikasikan dalam kasus diatas ialah

sebagai berikut:

1.

2.

10.

11.

12.

Pengertian dan dasar hukum pembatalan perkawinan.

Sebab-sebab batalnya perkawinan.

Pembatalan perkawinan dalam perundang-undangan di Indonesia.

Pengertian dan sejarah mediasi.

Dasar hukum hukum mediasi.

Medisi dalam perundang-undangan di Indonesia.

Landasan hukum mediasi di Indonesia.

Sejarah munculnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2008
tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Kekuatan hukum PERMA Nomor 1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi.
Perkara-perkara yang wajib melakukan prosedur mediasi sesuai dengan
PERMA Nomor 1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi.

Kedudukan PERMA Nomor 1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi terhadap
perkara pembatalan perkawinan.

Pertimbangan Hakim tentang kedudukan PERMA Nomor 1 tahun 2008
tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dalam perkara pembatalan

perkawinan di Pengadilan Agama Gresik nomor 0413/Pdt.G/2011/PA. Gs.
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13. Alasan-alasan yang mewajibkan adanya prosedur mediasi dalam perkara
pembatalan perkawinan.

14. Alasan-alasan yang menjadikan tidak perlunya dilakukan prosedur mediasi
dalam perkara pembatalan perkara pembatalan perkawinan.

15. Dasar pertimbangan Majelis Hakim di PA Gresik dalam memutuskan perkara
tersebut tanpa melalui prosedur mediasi.

Dari masalah-masalah yang telah diidentifikasi diatas, maka penulis
memberikan batasan terhadap masalah-masalah tersebut. Adapun batasan
tersebut ialah sebagai berikut:

1. Pertimbangan Hakim tentang Kedudukan Peraturan Mahkamah Agung
Nomor 1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi dalam perkara pembatalan
perkawinan di Pengadilan Agama Gresik Nomor. 0413/Pdt.G/2011/PA/Gs.

2. Kriteria prosedur penyelesaian perkara pembatalan perkawinan yang wajib
melalui mediasi.

3. Analisis tentang kedudukan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun
2008 tentang Mediasi dalam perkara pembatalan perkawinan dalam putusan

PA Gresik Nomor 0413/Pdt.G/2011/PA Gs.
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C. Rumusan Masalah

Dari latar belakang diatas, ada beberapa masalah yang akan dibahas

dalam skripsi ini. Beberapa masalah itu dapat dijelaskan dengan rumusan

masalah sebagai berikut:

1.

Bagaimana pertimbangan hakim tentang kedudukan Peraturan Mahkamah
Agung Nomor 1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dalam
perkara pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Gresik nomor
0413/Pdt.G/2011/PA.Gs?

Bagaimana kriteria penyelesaian perkara pembatalan perkawinan yang
mewajibkan prosedur mediasi?

Bagaimana analisis tentang kedudukan Peraturan Mahakamah Agung Nomor
1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dalam perkara
pembatalan  perkawinan dalam putusan PA  Gresik Nomor

0413/Pdt.G/2011/PA Gs?

D. Kajian Pustaka

Dari penelusuran yang penulis lakukan, terdapat beberapa skripsi yang

membahas tentang mediasi, diantaranya:
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1. Skripsi yang ditulis oleh Anggi Sepriadi dengan judul “Pendapat Hakim
Pengadilan Agama Surabaya tentang Formalitas Mediasi.” Z*formalitas
mediasi yang legitimasi hukumnya yaitu Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang
prosedur mediasi di pengadilan. Efektivitas mediasi terlihat ketika para
mediator menangani perkara yang bersangkutan dengan kebendaan (zaken
recht), namun merasa kesulitan jika perkara sudah berhubungan dengan
individu (personal rech?) seperti perceraian. Hal ini dikarenakan kondisi rumah
tangga yang sudah sangat parah, yang merupakan salah satu hambatan dalam
melaksanakan mediasi. Hambatan lainnya yaitu jumlah hakim mediator yang
tidak seimbang dengan jumlah perkara yang ditandatangani, dan cuma terdapat
satu orang hakim di Pengadilan Agama Surabaya yang bersertifikat mediator,
kemudian sedikitnya waktu yang dimiliki hakim dalam melaksanakan proses
mediasi serta mempelajarinya. Sedangkan ukuran keberhasilan mediasi pada
perkara perceraian di Pengadilan Agama Surabaya adalah jumlah perkara
perceraian yang dicabut dan jumlah akta perdamaian yang dikeluarkan jika itu
perkara non perceraian.

2. Skripsi yang ditulis oleh Agustina Kumala D.S, dengan judul “Efektivitas

Mediasi Pada Perkara Perceraian di PA Lamongan Sebelum dan Sesudah

 Anggi Sepriadi, Pendspat Hakim Pengadilan Agama Surabaya tentang Formalitas Mediasi,
Skripsi pada jurusan Ahwal al-Syakhsiyah Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2011



16

Berlakunya Perma Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi”?. Skripsi
ini menjelaskan bahwa sebelum berlakunya Perma Nomor 1 Tahun 2008,
mediasi hanya diterapkan pada perkara perceraian tertentu terutama yang
terdapat unsur materi atau kebendaan seperti sengketa harta bersama dan
belum ada hakim yang memiliki sertifikat mediator. Sedangkan setelah
berlakunya Perma Nomor 1 Tahun 2008, mediasi diterapkan pada semua
perkara perceraian tanpa ada klasifikasi khusus dan sudah ada hakim yang
bersertifikat mediator meski hanya satu orang.

3. Skripsi yang ditulis oleh Ayu Ma’udah dengan judul “Efektivitas Peran
Lembaga Mediasi dalam penyelesaian perkara di PA Sidoarjo (Perspektif
Perma RI Nomor 2 Tahun 2003)"”. Skripsi menjelaskan bahwa prosedur
mediasi dalam mengupayakan perdamaian di Pengadilan Agama Sidoarjo,
yakni mediasi diterapkan pada perkara contentius (gugatan) dan dilaksanakan
setelah pemeriksaan berjalan, tidak semua perkara yang di mediasi dilakukan

penundaan sidang oleh majelis hakim.

% Agustina Kumala D.S, Efektivitas Mediasi Pada Perkara Perceraian di PA Lamongan
Sebelum dan Sesudah Berlakunya Perma Nomor | Tahun 2008 T entang Prosedur Mediasi, Skripsi
pada jurusan Ahwal al-Syakhsiyah Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2010

% Ayu Ma’udah, Efektivitas Peran Lembaga Mediasi dalam penyelesaian perkara di PA
Sidoarjo (Perspektif Perma RI Nomor 2 Tahun 2003), Skripsi pada jurusan Ahwal al-Syakhsiyah
Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2007
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4. Skripsi yang ditulis oleh Raichan Mahbub dengan judul “Studi Analisis
Tentang Kedudukan Mediator dan Hakam Dalam Perkara Syiqaq.”?’ Skripsi
ini menjelaskan tugas dan cara-cara yang dilakukan mediator adalah seperti
yang tertera di dalam Perma Nomorl Th.2008, dan untuk hakam adalah seperti
yang tersurat di dalam al-Qur’an surat an-Nisa’ ayat 35. Kemudian tentang
kedudukan hakam, hal ini tidak bisa digantikan oleh mediator karena dasar
legalitas hakam lebih kuat daripada mediator, yaitu antara Undang-undang
dengan Perma yang hal ini bisa diketahui dari UU Nomor10 Th.2004 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan TAP MPR Nomor
III/MPR/2000.

5. Skripsi yang ditulis oleh Atika Inatsun Najah dengan judul “Penerapan
Mediasi Dalam Mengupayakan Perdamaian di Pengadilan Agama Sidoarjo
(Studi Analisis dengan Perspektif PERMA RI No. 2 Tahun 2003 dan Hukum
Islam). ” 2® Skripsi ini menerangkan bahwa prosedur mediasi di Pengadilan
Agama Sidoarjo prosesnya dilaksanakan setelah pemeriksaan perkara berjalan,
yurisdiksinya mengenai perkara yang sifatnya confentius yakni mengandung
unsur harta benda seperti harta bersama, waris, wakaf dan ekonomi syariah.

Namun dalam pelaksanaannya belum sepenunya efektif.

Y’Raichan Mahbub, Studi Analisis Tentang Kedudukan Mediator dan Hakam Dalam Perkara
Syiqaq, Skripsi pada jurusan Ahwal al-Syakhsiyah Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Ampel Surabaya,
2010

% Atika Inatsun Najah, Pencrapan Mediasi Dalam Mengupayakan Perdamaian di Pengadilan
Agama Sidoarjo (Studi Analisis dengan Perspektif PERMA RI No. 2 Tahun 2003 dan Hukum Islam).
Skripsi pada jurusan Ahwal al-Syakhsiyah Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2006



Dari peneclusuran tersebut, belum ada skripsi yang membahas secara
spesifik tentang kedudukan Perma nomor 1 tahun 2008 tentang prosedur mediasi
terhadap perkara pembatalan perkawinan. Beberapa skripsi diatas membahas
tentang efektifitas mediasi dalam pengadilan sedangkan penulis akan membahas
tentang kedudukan PERMA dalam perkara pembatalan perkawinan. Ada pula
yang membahas tentang kedudukan mediator dan hakam dalam perkara syiqaq,
berbeda dengan yang akan penulis bahas yaitu tentang kedudukan PERMA-nya

bukan mediatornya.

. Tujuan Penelitian
Sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka tujuan umum penelitian
ini adalah:

1. Mengetahui pertimbangan hakim tentang kedudukan Peraturan Mahkamah
Agung Nomor 1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dalam
perkara pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Gresik nomor
0413/Pdt.G/201 1/PS.Gs.

2. Mengetahui kriteria penyelesaian perkara pembatalan perkawinan yang
mewajibkan prosedur mediasi.

3. Mengetahui analisis kedudukan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun
2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dalam perkara pembatalan

perkawinan dalam putusan PA Gresik Nomor 0413/Pdt.G/2011/PA Gs.
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F. Kegunaan Hasil Penelitian
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat yang secara
umum dapat dibedakan menjadi dua aspek, yaitu:

1. Aspek teoritis: sebagai upaya pemgembangan ilmu pengetahuan terutama
dalam hal kedudukan PERMA nomor 1 tahun 2008 tentang prosedur mediasi
dalam perkara pembatalan perkawinan. Serta dapat pula dijadikan sebagai
bahan refrensi dalam penyusunan karya-karya ilmiah selanjutnya, khususnnya
yang berkaitan dengan Ahwal as-Syakhsiyah.

2. Aspek praktis: sebagai bahan pertimbangan bagi mahasiswa fakultas syariah
apabila ada masalah dalam hal pemberlakuan prosedur mediasi dalam perkara

pembatalan perkawinan.

G. Definisi operasional
Agar memperoleh gambaran jelas mengenai judul diatas dan tidak
menimbulkan banyak penafsiran dan kesalahpahaman terhadap judul ini, maka
perlu untuk mengemukakan atau mendefinisikan beberapa istilah yang menjadi

variabel atau konsep penting dalam penelitian ini. Istilah-istilah itu antara lain:
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1. Mediasi : Cara Penyelesaian sengketa melalui proses
perundingan untuk memperoleh kesepakatan para
pihak dengan dibantu mediator.”’

2. PERMA Nomor | Tahun : Peraturan tentang prosedur mediasi di pengadilan

2008 yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung sebagai
penyempurna PERMA No. 2  Tahun 2003,
SEMA No. 1 Tahun 2002, dan penjabaran secara
teknis dari Pasal 130 HIR/154 RBg.

3. Pembatalan Perkawinan : Pembatalan ikatan perkawinan oleh Pengadilan
Agama berdasarkan tuntutan istri atau suami
yang dapat dibenarkan oleh Pengadilan Agama,
atau karena perkawinan yang sudah terlanjur
menyalahi hukum perkawinan.*® Sedangkan yang
dimaksud dalam skripsi ini ialah pembatalan
perkawinan di Pengadilan Agama Gresik Nomor

0413/Pdt.G/2011/PA.Gs.

 Peraturan Mahakamah Agung Nomor | Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di
Pengadilan, Pasal 1 ayat 7
% Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Isiam di Indonesis, 242
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H. Metode Penelitian
1. Data yang Dikumpulkan
Data-data yang dikumpulkan dari penelitian ini adalah:
a. Data tentang putusan PA Gresik nomor 0413/Pdt.G/2011/PA.Gs.
b. Data tentang Perma nomor 1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di
Pengadilan.
2. Sumber Data Penelitian
Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data tersebut
bisa diperoleh.’’ Sumber data ini mencakup sumber data primer dan sekunder.
Adapun sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini ialah sebaga berikut:
a. Sumber data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber
pertama.’? Adapun sumber data primer dari penelitian ini diperoleh dari:
1) Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2008 tentang Prosedur
Mediasi di Pengadilan.
2) Putusan PA Gresik nomor 0413/Pdt.G/2011/PA.Gs.
3) Para hakim yang terlibat dalam putusan tersebut.
b. Sumber data sekunder merupakan data yang telah diolah dan kemudian
disajikan oleh pihak pengumpul data atau pihak lain.*? Adapun

data-data yang akan menjadi sumber data sekunder antara lain:

*'Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002), 107
;:Soerjono Soekamto, Pengantar Penelitian Hukum , (Jakarta: UI-PRESS, 2010), 11
Ibid, 21
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1) D.Y. Witanto, “Hukum Acara Mediasi”.

2) Syahrizal Abbas, “ Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat dan
Hukum Nasional”

3) Takdir Rahmadi, “Mediasi Penyelesaian sengketa Melalui Pendekaran
Mufakat”

4) Jimmy Joses Sembiring, “Cara Menyclesaikan Sengketa di Luar
Pengadilan.”

5) Musahadi, “Mediasi dan Resolusi Konflik.”

6) M Yahya Harahap, “Hukum Acara Perdata’.

7) Raihan A Rasyid, “Hukum Acara Peradilan Agama’.

8) Rachmadi Usman, “Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar
Pengadilan”.

9) M. Mukhlis Jamil Dkk, “Mengelola Konflik Membangun Damar”.

10) Timahi dan Sohari Sahrani, “Figh Munakahat (Kajian Figh
Lengkap)’

11) Amir Syarifuddin, “Hukum Perkawinan di Indonesia”,

3. Teknik Pengumpulan Data
a. Dokumentasi
Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini ialah teknik
dokumentasi, yaitu dengan cara mengumpulkan data yang diperoleh

langsung dari objek penelitian. Melalui teknik dokumentasi ini, peneliti



akan melakukan penelaahan bacaan yang sesuai dengan objek penelitian
yakni mengenai mediasi dan pembatalan pikah secara umuim, serta
mengenai Perma nomor 1 tahun 2008 tentang prosedur mediasi dan
putusan PA Gresik nomor 0413/Pdt.G/201 1/PA.Gs tentang pembatalan
perkawinan sacara khusus.
b. Wawancara
Teknik pengumpulan data yang lain —jika dirasa perlu- ialah
dengan teknik wawancara. Hal ini karena objek dari penelitian ini
merupakan wilayah hukum praktis yakni tentang mediasi dan putusan
pengadilan. Maka wawancara akan dilakukan oleh peneliti kepada para
Hakim yang memutuskan perkara di PA tersebut diatas serta tentang
kaitannya dengan mediasi yang diatur dalam PERMA nomor 1 tahun
2008 tentang Prosedur Mediasi.
4. Teknik Analisis Data
Setelah seluruh data terkumpul maka langkah selanjutnya ialah
menganalisis data. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik
analisis data dengan metode deskriptif analitis. Metode analisis deskriptif
jalah menyajikan data dalam bentuk narasi yang saling berkaitan,?"' dengan
menggambarkan dan memaparkan tentang putusan pembatalan perkawinan di

pengadilan Agama Gresik yang tanpa melalui prosedur madiasi, kemudian

34 Nazir, Moh, Metodologi Penelitian, (Bogor Galia Indonesia, cet. V1, 2005), 63-64
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dianalisis dengan kedudukan PERMA nomor 1 tahun 2008 tentang Mediasi
sehingga menghasilkan pemahaman yang konkrit dan jelas.

Pola pikir yang digunakan adalah pola pikir deduktif, yaitu diawali
dengan mengemukakan teori-teori mengenai pembatalan perkawinan dan
mediasi yang bersifat umum, selanjutnya dikemukakan kenyataan yang
bersifat khusus dari hasil riset terhadap putusan Pengadilan Agama Gresik

tentang pembatalan perkawinan untuk kemudian ditarik kesimpulan.

I. Sistematika pembahasan

Untuk mempermudah pemahaman pembaca, maka perlu adanya
sistematika pembahasan, yang mana didalamnya terdiri dari lima bab yang
masing-masing bab tersebut mempunyai sub bab. Adapun sistematikanya ialah
sebagai berikut:

Bab pertama merupakan Pendahuluan yang berisi tentang latar
belakang masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan
penelitian, definisi operasional, metode penelitian serta sistematika pembahasan.

Bab kedua merupakan Landasan Teori. Bab ini berisi tentang
ketentuan-ketentuan secara umum tentang pembatalan perkawinan dan mediasi
yang mencakup pengertian pembatalan perkawinan, dasar hukum pembataln
perkawinan, pembatalan perkawinan dalam perundang-undangan di Indonesia,

pengertian mediasi, tujuan mediasi, mediasi dalam peradilan di Indonesai,
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perundang-undangan mediasi di Indonesia, termasuk di dalamnya . Selanjutnya
membahas tentang kekuatan hukum mediasi, dilihat dari segi PERMA Mediasi

Bab ketiga merupakan data penelitian yang meliputi sekilas tentang
gambaran umum Pengadilan Agama Gresik yang mencakup kompetensi dan
wilayah hukumnya serta struktur kepengurusan yang terdapat di dalamnya.
Selanjutnya mengarah kepada dasar dan pertimbangan hakim dalam memutuskan
perkara di PA Gresik nomor 0413/Pdt.G/2011/PA Gs yang tanpa melalui
prosedur mediasi.

Bab keempat berisi tentang analisis kedudukan Peraturan Mahkamah
Agung nomor 1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dalam
pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Nomor 0413/Pdt.G/2011/PA.Gs,
yang mencakup pertimbangan hakim dalam penolakan penggunaan prosedur
mediasi. Dalam bab ini, akan membahas lebih spesifik lagi mengenai kedudukan
PERMA nomor 1 tahun 2008 tentang prosedur mediasi terhadap pembatalan
perkawinan, yang mana langsung merujuk kepada putusan PA Gresik nomor
0413/Pdt.G/2011/PA.Gs tentang pembatalan perkawinan.

Bab kelima merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran.



